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ANDI QONITAH ADILAH SUKAMTO (B111 12 171), “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang 
Dilakukan Oleh Anak, (Studi Kasus Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar), (dibimbing oleh Slamet  
Sampurno, Selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II)” 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh anak dengan pemberatan dengan Nomor Putusan 45/Pid.Sus.Anak/ 
2015/PN.Makassar., untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak dengan pemberatan dan untuk mengetahui 
Pertimbangan Aspek Sosiologis hakim Dalam  Menjatuhkan Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  
 Penelitin ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih institusi 
dan subjek hukum yang terkait dengan kasus ini, yakni penelitian ini 
dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, 
kemudian data yang diperoleh dianalisis secara empiris sehingga 
mengungkapkan hasil dan kesimpulan permasalahan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa: Penerapan hukum pada 
putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar menyatakan bahwa para terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dalam Pasal 363 ayat 
(1) ke-3e,4e,5e KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi tindakan 
dikembalikan ke orang tuanya untuk didik. Putusan tersebut lebih ringan 
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun penjara, Hemat 
Majelis Hakim tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dinilai tidak 
sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pokoknya mengamanahkan bahwa 
penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), 
Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim menurut penulis kurang tepat. 
Para Terdakwa yang jatuhi sanksi tindakan dikembalikan ke orang tuanya 
untuk di didik tanpa dibekali sesuatu yang mungkin bisa menjadi bekal 
bagi anak kedepannya setelah kembali ke masyarakat, penjatuhan ini 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok 
untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran 
bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat 
perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. 
Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku 
serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat 
yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang 
berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis 
moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga 
mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal 
tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan 
meningkatnya pengangguran.  
Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar 
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat 
kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma 
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atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi 
kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar 
kebutuhan tersebut  dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada 
yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat 
adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini 
sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. 
Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa 
seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya 
dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Hal yang 
paling mengkhawatirkan adalah ketika pelaku pencurian dilakukan oleh 
anak. 
Anak sebagai generasi potensi yang memiliki peranan khusus 
sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memerlukan 
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan 
fisik, psikis, dan sosial secara utuh dan seimbang. Anak hendaknya 
dibesarkan dalam suasana penuh kasih, aman, serta sedapat mungkin di 
bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua anak itu sendiri. Anak 
adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. 
Anak memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan dan 
perlindungan bangsa.  
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Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Untuk itu perlu 
diperhatikan kondisi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan jiwa 
anak. Anak tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak ada 
stimulan dari lingkungannya, demikian juga anak dapat menjadi baik 
apabila lingkungan selalu menyajikan pada anak hal yang terbaik pula.  
Dapatlah dibayangkan bagaimana jadinya kelak bila anak selaku 
tunas bangsa yang diharapkan dapat menjadi penerus cita-cita bangsa 
dalam melanjutkan cita-cita pembangunan tidak dapat berkembang 
sewajarnya. Anak melakukan suatu tindak pidana atau berbuat suatu 
kejahatan yang pada dasarnya menimbulkan keresahan pada warga 
masyarakat salah satunya tindak pidana pencurian. 
 Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka 
berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang 
sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
yang dilakukan oleh anak. Sebab-sebab yang melatar belakangi tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan adalah dari faktor ekonomi, 
rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya 
kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. 
 Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII 
Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang 
unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 
tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian 
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ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 
tentang pencurian dalam keluarga. 
Namun dalam skripsi ini penulis lebih fokus terhadap tindak pidana 
seperti apa yang dimaksud pada Pasal 363 tentang pencurian dengan 
pemeberatan sekaligus alasan atau yang melatarbelakangi penulis 
mengangkat judul skripsi: 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus 
Putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar) 
 
B. Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah dan 
pembatasan masalah maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 
anak dengan Nomor Putusan 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar? 
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor 





C. Tujuan Penelitian 
Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan 
apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan 
memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan 
dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan 
oleh anak  dengan Nomor Putusan 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. 
Makassar 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan yang dilakukan oleh anak  dengan Nomor Putusan 
45/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN. Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian yang tersebut diatas adalah: 
1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang 
ada di masyarakat. 
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
gambaran secara jelas tentang hal-hal yang mempengaruhi 
kuantitas tindak pidana pencurian dengan pemberatan  di 
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Pengadilan Negeri Makassar pada khususnya dan masyarakat 
pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat 
hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya Negara 



























A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari) Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” 
yang berarti :  
1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian  
2. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati)  
3. Mengintai  
4. Melihat (memeriksa)  
5. Mempelajari dengan cermat,memeriksa (untuk memahami)  
6. Menduga (hati, perasaan, pikiran, dsb)1 
Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan 
oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek 
terhadap pelanggarannya,2 yuridis merupakan suatu kaidah yang 
dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik 
yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang 
menjadi dasar penilaiannya. 
                                                             
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm 
2 Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: http:// media informasill 
.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, pada tanggal 5 April 2016, pukul 07:00  
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Pengertian Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah 
tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini 
adalah hukum menurut ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini 
pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai 
tindak pidana apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya 
unsur-unsur delik, pertangggungjawaban pidana serta penerapan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah 
strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai 
istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering 
menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Menurut Simon bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai 
berikut:3 
“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab”. 
 
                                                             
3 Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. PT Rafika Aditama: 
Bandung. Hal. 98 
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Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian 
tindak pidana sebagai berikut:4 
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab)”. 
 
Sementara menurut Moeljatno bahwa pengertian perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.5 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang 
atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi  berupa sanksi 
pidana. 
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai 
criminal act, ada dasar pokok, yaitu “asas legalitas” (Principle of legality). 
Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin 
                                                             
4 Ibid, hal. 99 




sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). 
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit  
berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). 
Menurut von Feurbach asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:6 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang; 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi, dan 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dapat dibedakan antara unsur-unsur objektif dan unsur-
unsur subjektif. 
a. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang 
sebagai berikut: 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yaitu perbuatan aktif, dan 
b) Ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan 
atau membiarkan). 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
                                                             
6 Ibid, hal. 27 
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Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh 
hakim di pengadilan. 
Menurut Satochid Kartanegara  menjelaskan bahwa:7 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, 
suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan. 
 
Seorang ahli hukum yaitu Simon  merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut:8 
a. Diancam pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan 
d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas 
perbuatannya. 
 
                                                             
7 Leden Marpaung. 2005. Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 10 
8 Andi Hamzah. 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. 2009. Delik-Delik 




b. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada 
kesalahan” (Anact does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 
(tiga) bentuk, yaitu: 
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn), dan 
c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 
1) Tak berhati-hati, dan 
2) Dapat menduga akibat itu. 
  Delik pencurian yang mengandung unsur memberatkan pidana, 
apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti 
yang tertera pada Pasal 365 ayat, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku 
pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam 
Pasal 336 KUHP yang berbunyi; 
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“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang 
diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat 
dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 
1-4”. 
Menurut Simons pengertian orang yang mampu bertanggung jawab 
adalah tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: 
Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, 
dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.9 
 Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah 
mengemukakan pendapat antara lain: Simons berpendapat bahwa 
kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan 
psikis yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu 
pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selain 
itu, Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung 
jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila: 
a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum. 
b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 
tersebut.10 
            KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu 
bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: 
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam 
tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat 
dipidana”  
                                                             
9 Sudarto, 1986, hlm. 41. 
10 Sudarto, 1982, hlm. 97. 
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 Dari Pasal 44 KUHP  tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa 
ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu: 
a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa pembuat. Pemeriksaan 
keadaan pribadi pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang 
cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang 
dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa. 
b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa pembuat 
dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya 
hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan 
perbuatan tersangka adalah Hakim. 
Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai 
dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya 
pembuat adalah deskriptif dan normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa 
digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normatif karena hakimlah 
yang menilai, bardasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat 
menyimpulkan mampu dan tidak mampunyai tersangka untuk 
bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak 
pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus 
ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. 
Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila 
sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana 
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tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh 
ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun seseorang sudah melanggar 
larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan 
apabila perbuatan itu diatur dalam pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, 
Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP. 
Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya 
dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas 
bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan 
rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang 
terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana 
pencurian Pasal 362 KUHP. 
Unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut: 
a) Barang siapa, 
b) Mengambil barang sesuatu, 
c) Barang kepunyaan orang lain, 
d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 
Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti 
tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur 
mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. 
Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-
unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada 
ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan 
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tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang 
dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. 
Misalnya seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi 
menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung. Rumusan tersebut 
memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP 
namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap 
malanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah. Pompe dengan 
tegas berpendapat; “Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil 
curiannya dengan hasrat mendapat untung, maka perbuatan tersebut 
tidak dapat dikatakan penadah, sebab perbuatan itu tidak dapat 
dimasukkan kualifikasi penadah”.11 Sehingga didalam pemberian pidana 
yang diperbuat pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang 
dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai 
dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan 
serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Kesemuannya 
yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu sistem dalam 
proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di dalam 
wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya pemberatan 
pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka 
diperlukan hal-hal tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana 
yang seharusnya diterapkan. 
 
                                                             
11 Sudarto, 1986, hlm. 44. 
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C. Pengertian Anak dan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 
a) Pengertian Anak 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi 
bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak 
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga 
perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan 
anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 
serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak 
menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. 
Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak anak atau United Nation Convention 
on Right of the Child. Tahun 1989, Aturan Standar Minimun Perserikatan 
Bangsa-Bangsa  mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau United 
Nation standard Minimun Rules for the Administration of Juvenile 
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Delinquency (The Beijing Rules). Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi 
Manusia atau Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948. 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak 
merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut 
berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup 
bangsa pada masa mendatang. Dari uraian ini tampak jelas bahwa sejak 
dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan 
perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama 
dengan orang dewasa. Anak memiliki  sistem penilaian kanak-kanak yang 
menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab 
sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang 
mandiri , memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh 
karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan 
sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, remeja, dewasa, dan 
usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. 
Mengenai berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan 
belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak. 
Anak menurut Kamus Hukum adalah setiap manusia yang berusia 
di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal 
kepentingan. 




'’Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan 
kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga 
masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan 
untuk membahayakan orang lain’’. 
 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  tidak merumuskan 
secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai dalam 
pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu: 
Pasal 45 yang rumusannya: 
Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena 
perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 
16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan 
supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 
tuanya, walinya atau pemeliharaannya, dengan tidak 
dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu 
masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran 
yang di terangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 
503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan 
perbuatan itu dilakukan sebelum lewat dua tahun 
sesuadah keputusan terdahulu yang meyalahkan dia 
melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu 
kejahatan, atau menghukum  yang bersalah itu. 
 
Pasal 72 yang rumusannya: 
Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, 
dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup 16 
(enam belas) tahun dan lagi belum dewasa, atau 
kepada orang di bawah penilaian (curtela) lain orang 
bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam 
keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah 
wakilnya yang sah dalam perkara sipil. 
 
Sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan 
bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 
                                                             




21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. 
 Selain itu hukum islam juga memberikan pengertian tentang anak, 
Dalam hukum Islam batasan anak di bawah umur terdapat perbedaan 
penentuan. Menurut hukum Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan 
usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak 
laki-laki, demikian pula  bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, 
anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka 
dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang 
dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di 
bawah ini : 
a) Telah berumur 15 (lima belas) tahun 
b) Telah keluar air mani bagi laki-laki 
c) Telah datang haid bagi perempuan 
Nashriana dalam bukunya ‘’Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak 
di Indonesia’’ mengatakan:13 
‘’Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal 
(Juvenile delinquency), biasanya dilakukan dengan mendasarkan 
pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang 
dikategorikan sebagai anak’’. 
 
 Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga 
menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut : 
                                                             




a) Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: 
‘’Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan’’. 
 
b) Di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 1 (1), (2), (3), (4) 
sebagai berikut: 
 
1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. 
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 
disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana. 
3. Anak yang menjadi korban tinak pidana yang selanjutnya 
disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 
pidana.  
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 
disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan, penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
 
 
 Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas 
bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 
12 (dua belas) tahun. Usia 12 (dua belas) tahun secara relatif sudah 
memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai 
psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 
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(dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang 
dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B 
ayat (2) UUD 1945. 
c) Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
ayat (2) sebagai berikut :  
‘’Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah’’. 
 
d) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam pasal 1 ayat (5) 
bahwa:   
‘’Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 
demi kepentingannya’’. 
 
e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. 
Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah 
kawin. 
Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiati Sutedjo menyatakan 
bahwa:14 
‘’Pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang 
                                                             
14 Wagiati Sutedjo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.Hal. 8 
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usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, 
sehinggah berhak mendapat keringanan hukuman demi 
menerapkan perlakukan khusus bagi kepentingan psikologi anak’’. 
 
 
Di lihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan 
sebagai anak juga dapat dilihat pada gambaran berikut ini, di mana di 
berbagai Negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur 
seseorang  dikategorikan sebagai anak seperti:15 
1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas  umur 
antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan 
batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula Negara 
bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun. 
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun 
3. Di Austaralia, kebanyakan negara bagian menentukan batas 
umur antara 8-16 tahun. 
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun 
5. Di  Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun 
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun 
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 
tahun 
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun 
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun 
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 




Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di 
dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan 
dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian 
besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun. 
Di antara sekian banyak pengertian anak yang dikemukan maka 
                                                             





dalam tulisan ini, pengertian anak yang digunakan penulis adalah 
pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat 
hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminatif 
b) Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Perkembangan kehidupan anak yang dibesarkan dari suasana 
konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong 
anak melakukan tindakan-tindakan negatif bahkan menjadi pelaku tindak 
pidana tertentu. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat disebabkan 
oleh pengaruh latar belakang kehidupannya. Beberapa faktor penyebab 
yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 
yaitu: a. Faktor lingkungan; b. Faktor ekonomi; c. Faktor psikologis. Tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengganggu keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan 
negara. 
Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, yang 
dimaksud dengan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa anak yang berkonflik dengan 
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hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi 
penerapannya dikaitkan beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, sosial 
politik, dan budaya masyarakat.  
Dalam kaitannya dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengertian anak yang berkonflik 
dengan hukum, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggung 
jawabakan perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana 
anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan 
kejiwaan anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, keadaan 
fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini yang 
menjadi pertimbangan yang fundamental terdiri dari berbagai komponen 
yakni psikologis anak, moral dan kemampuan pikiran anak dalam 
menentukan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah 
dilakukannya. 
 
c) Pengertian Tindak Pidana Anak 
  Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebgaimana yang diatur 
dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Penanganan terhadap anak sebagai 
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pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari 
akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan 
kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir 
penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.  
 Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih 
ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) 
kelompok motivasi, yaitu: 
1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak 
adalah: 
a. Faktor intelegentia 
b. Faktor usia 
c. Faktor kelamin  
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. 
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah : 
a. Faktor rumah tangga  
b. Faktor pendidikan dan sekolah  
c. Faktor pergaulan anak  
d. Faktor mass media16 
Faktor-faktor tersebutlah yang mendominasi dalam memotivasi 
seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian menurut penulis 
kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor 
                                                             
16 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 17 
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kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupa 
kenakalan anak. 
D. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan 
meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya 
meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat 
yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian 
diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi : 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam 
puluh rupiah”. 
 
Didalam KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, Hal ini 
dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah 
yang dipakai dalam kitab Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan. 
Didalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana 
pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah 
suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. 
Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab 
ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada 
pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah 
setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur objektif dari tindak pidana 
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pencurian adalah perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau 
sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur 
subjektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.  
Didalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak 
pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang  unsur -
unsur dari tindak pidana tersebut. Arti tindak  pidana menurut Wirjono 
Prodjodikoro didalam buku karangannya menyebutkan unsur khas dari 
tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk 
dimilikinya.17 
Muladi  dan  Barda Nawawi mengemukakan bahwa arti dari tindak 
pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana 
tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur 
pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.18 
Dari kedua pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana 
pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, 
sehingga penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah 





                                                             
17 Wirjono Prodjodikoro. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Rafika Aditama: Bandung. 
Hal. 13 
18 Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 
Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana. Hal. 16 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 
Mengenai tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :  
 
“Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu 
dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana 
penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan ribu rupiah“ 
 
  Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa yang 
memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”;  
2. Yang diambil ialah “barang”;  
3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang 
lain”;  
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki suatu 
barang dengan melawan hukum (melawan hak). 
Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu 
belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini, tetapi apabila barang itu 
sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat 
digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan“. 
Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang 
yang diambil itu sudah berpindah tempat, bila si pelaku baru memegang 
barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka 
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ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang 
dikatakan “percobaan mencuri“. 
Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menetukan 
atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti adalah “orang“ atau subjek 
hukum yang melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana pencurian 
dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut : 
a) Unsur subjektif ; met het oogmerk om het zich wederrechtlijk toe te 
eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut 
secara melawan hukum. 
b) Unsur objektif ; 1). Hij atau barangsiapa 2). Wegnemen atau 
mengambil 3). Eenig goed atau sesuatu benda 4). Dat geheel of 
gedeeltelij aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau 
seluruhnya kepunyaan orang lain. 
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua 
unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 
362 KUHP. 
Berdasarkan definisi pencurian diatas, dapat dirumuskan bahwa 
unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut; 
a) Cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud 
dengan mengambil secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil 
barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, 
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seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika 
penghuninya sedang bepergian. 
b) Barang yang dicuri adalah berupa harta. Dalam hal ini barang yang 
dicuri disyaratkan: 1) Berupa harta yang bergerak, 2) Berharga 
menurut pemiliknya, 3) Disimpan di suatu tempat yang layak. 
c) Barang yang dicuri adalah murni milik orang lain dan si pencuri 
tidak mempunyai hak apapun pada barang tersebut. 
d) Adanya unsur kesengajaan melakukan perbuatan pidana. 
e) Pencurinya merupakan orang mukallaf. Pencuri tersebut orang 
dewasa dan berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan orang 
gila yang mencuri tidak bisa dikenakan hukuman. 
f) tetapkannya pencurian berdasarkan dua saksi yang adil dan 
adanya tuntutan dari orang yang dicuri. 
g) Adanya niat untuk dimiliki.19 
Hal–hal yang tersebut di atas, menjadi unsur yang harus di penuhi 
agar suatu kasus dapat digolongkan menjadi tindak pidana pencurian 
biasa. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian 
KUHP mengelompokkan tindak pidana pencurian  ke  dalam  
klasifikasi  kejahatan  terhadap  harta  kekayaan yang terdapat pada buku 
ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 
                                                             
19http://www.google.co.id/search?q=unsur+unsur+tindak+pidana+pencurian+dengan+p
emberatan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en- US:official&client=firefox-a   
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KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :  
a. Pencurian Biasa 
Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 
KUHP yang menyatakan : 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan   hukum,  diancam   karena   pencurian,   dengan   
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
enam puluh rupiah”. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur 
tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut : 
a) Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur : 
1. Barang siapa 
2. Mengambil 
3. Suatu barang 
4. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain 
b) Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur : 
1. Dengan maksud 
2. Untuk memiliki barang / benda tersebut untuk dirinya sendiri 
3. Secara melawan hukum 
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana pencurian, orang tersebut harus terbutki telah memenuhi semua 
unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan 
Pasal 362 KUHP. 
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Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan 
tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 
362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal 
lagi kebenarannya bahwa  tindak  pidana  pencurian  tersebut harus 
dilakukan dengan  sengaja,  yakni karena undang-undang pidana yang 
berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan 
dengan tidak sengaja. 
b. Pencurian Dengan Pemberatan 
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal 
disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang 
dikualifikasikan  ini  menunjuk  pada  suatu  pencurian  yang  dilakukan 
dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat 
lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula 
dari pencurian biasa. 
Pencurian  dengan pemberatan atau  pencurian  yang 
dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena 
pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang 
dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang 
bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan 
pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat 
dipaparkan sebagai berikut :  
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1. Pencurian   dengan   pemberatan   yang   diatur   dalam   Pasal   
363 KUHP. 
Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai 
berikut : 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 
Ke-1 pencurian ternak 
Ke-2 pencurian  pada  waktu  ada  kebakaran,  letusan,  banjir, 
gempa  bumi,  atau  gempa  laut,  gunung  meletus,  
kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 
huru hara, pemberontakan atau bahaya perang 
Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  yang  
dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui 
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 
Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama 
Ke-5 pencurian   yang   untuk   masuk   ke   tempat   melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang 
diambilnya, dilakukan  dengan  membongkar,  merusak  
atau  memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan 
salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana 
paling lama Sembilan tahun. 
 
2. Pencurian   dengan   pemberatan   yang   diatur   dalam   Pasal   
365 KUHP. 
Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur 
dalam  Pasal  365  KUHP.  Jenis  pencurian  ini  lazim  disebut dengan 
istilah “pencurian dengan kekerasan” atau popular dengan istilah 
“curas”. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini 
adalah sebagai berikut : 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan 
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maksud untuk mempersiapkan  atau mempermudah  
pencurian,  atau  dalam  hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta   lainnya,   
atau   untuk   tetap   menguasai   barang   yang dicurinya. 
(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : 
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah  atau  perkarangan  tertutup  yang  ada  
rumahnya,  di jalan umum, atau dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan. 
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama. 
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 
palsu. 
Ke-4  jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(3) Jika  perbuatan  mengakibatkan  mati,  maka  dikenakan  
pidana penjara paling lama lima belas tahun 
(4) Diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup  
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan 
oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan 
disertai oleh salah satu hal yang direngkan dalam ayat (2) ke-1 
dan ke-3. 
 
c. Pencurian Ringan 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan 
unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi 
diperingan. 
Pencurian  ringan  di  dalam  KUHPidana  diatur  dalam  ketentuan 
Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini dalah 
pencurian dalam keluarga. 
Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian 
ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan 
delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat ditunutut 
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apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis 
pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya 
pengaduan untuk penuntutannya. Dengan demikian terdapat dua bentuk 
pencurian yang diatur dalam Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP. 
1. Pencurian Ringan 
Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, 
yang menyatakan : 
Perbuatan  yang  diterangkan  dalam  Pasal  362  dan  
Pasal  363  ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan 
dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 
dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak enam puluh rupiah. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur- unsur 
pencurian ringan adalah : 
a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362) 
b. Pencurian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih 
secara bersama-sama; atau 
c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan 
masuk ke dalam tempat kejahatan atatu untuk mencapai 
benda  yang  hendak  diambilnya,  orang  yang  bersalah 
telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan 
atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau 
jabatan palsu. Dengan syarat : 




2) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah. 
2. Pencurian Dalam Keluarga 
Pencurian   dalam   keluarga   diatur   dalam   ketentuan   
Pasal   367 KUHP yang menyatakan: 
(1) Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan 
dalam bab ini adalah suami atau isteri dari orang yang 
terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat 
tidur atau terpisah harta kekayaaan, maka terhadap 
pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan 
tuntutan pidana. 
(2) Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja   
dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika 
dia keluarga sedarah atau semeda, baik dalam garis 
lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua, 
maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan 
penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena 
kejahatan. 
(3) Jika  menuntut  lembaga  matriarlkal,  kekuasaan  bapak  
dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungnya, maka 
aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu 
 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 
KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik 
pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian 
dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau 
isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian 
terhadap harta benda isteri atau suaminya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami 
isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak 
terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta 
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kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang 
dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 
 
E. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal 
disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang 
dikualifikasikan  ini  menunjuk  pada  suatu  pencurian  yang  dilakukan 
dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat 
lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula 
dari pencurian biasa. 
Pencurian  dengan pemberatan atau  pencurian  yang 
dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena 
pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang 
dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang 
bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan 
pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat 
dipaparkan sebagai berikut :  
2. Pencurian   dengan   pemberatan   yang   diatur   dalam   Pasal   
363 KUHP. 




(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 
i. pencurian ternak; 
ii. pencurian  pada  waktu  ada  kebakaran,  letusan,  
banjir, gempa  bumi,  atau  gempa  laut,  gunung  
meletus,  kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya 
perang; 
iii. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  yang  
dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak 
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 
iv. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama; 
v. pencurian   yang   untuk   masuk   ke   tempat   
melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada 
barang yang diambilnya, dilakukan  dengan  
membongkar,  merusak  atau  memanjat atau dengan 
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan (seragam) palsu. 
(4) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai 
dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka 
dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun. 
 
3. Pencurian   dengan   pemberatan   yang   diatur   dalam   Pasal   
365 KUHP. 
Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur 
dalam  Pasal  365  KUHP.  Jenis  pencurian  ini  lazim  disebut dengan 
istilah “pencurian dengan kekerasan” atau popular dengan istilah 
“curas”. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini 
adalah sebagai berikut : 
(5) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap 
orang, dengan maksud untuk mempersiapkan  atau 
mempermudah  pencurian,  atau  dalam  hal tertangkap 
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta   lainnya,   atau   untuk   tetap   menguasai   
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barang   yang dicurinya. 
(6) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : 
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah  atau  perkarangan  tertutup  yang  
ada  rumahnya,  di jalan umum, atau dalam kereta 
api atau trem yang sedang berjalan. 
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama. 
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan 
dengan membongkar, merusak, atau memanjat 
atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu 
atau pakaian jabatan palsu. 
Ke-4  jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(7) Jika  perbuatan  mengakibatkan  mati,  maka  
dikenakan  pidana penjara paling lama lima belas tahun 
(8) Diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  seumur  
hidup  atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati 
dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama dengan disertai oleh salah satu hal yang direngkan 
dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3. 
 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan 
unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidanaya menjadi 
diperingan. 
Pencurian  ringan  di  dalam  KUHPidana  diatur  dalam  ketentuan 
Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini dalah 
pencurian dalam keluarga. 
Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian 
ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan 
delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat ditunutut 
apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis 
pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya 
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pengaduan untuk penuntutannya. Dengan demikian terdapat dua bentuk 
pencurian yang diatur dalam Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP. 
3. Pencurian Ringan 
Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, 
yang menyatakan : 
Perbuatan  yang  diterangkan  dalam  Pasal  362  dan  
Pasal  363  ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan 
dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 
dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak enam puluh rupiah. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur- unsur 
pencurian ringan adalah : 
d. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362) 
e. Pencurian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih 
secara bersama-sama; atau 
f. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan 
masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai 
benda  yang  hendak  diambilnya,  orang  yang  bersalah 
telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan 
atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau 
jabatan palsu. Dengan syarat : 
1) Tidak dilakukan didalam sebuah tempat 
kediaman/rumah. 
2) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus 
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lima puluh rupiah. 
4. Pencurian Dalam Keluarga 
Pencurian   dalam   keluarga   diatur   dalam   ketentuan   
Pasal   367 KUHP yang menyatakan: 
(1) Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan 
dalam bab ini adalah suami atau isteri dari orang yang 
terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat 
tidur atau terpisah harta kekayaaan, maka terhadap 
pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan 
tuntutan pidana. 
(2) Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja   
dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika 
dia keluarga sedarah atau semeda, baik dalam garis 
lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua, 
maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan 
penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena 
kejahatan. 
(3) Jika  menuntut  lembaga  matriarkal,  kekuasaan  bapak  
dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungnya, maka 
aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu 
 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 
KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik 
pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian 
dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau 
isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian 
terhadap harta benda isteri atau suaminya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami 
isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak 
terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta 
kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang 
dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara 
melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya 
melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam 
puluh rupiah”. 
  Dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan 
pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana 
yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah 
perbuatan yang diartikan “mengambil”. 
Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana dalam bentuk pokok-
pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian mulai 
pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, meliputi beberapa jenis tindak 
pidana pencurian sebagai berikut : 
a. Pencurian biasa (Pasal 362);  
b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan 
kualifikasi (Pasal 363);  
c. Pencurian ringan (Pasal 364);  
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);  
e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).  
 
Rumusan tersebut adalah jenis-jenis tindak pidana pencurian 
tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk 
pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). 
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Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian 
biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.  Sedangkan 
mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam 
Pasal 363 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :  
(1) Dincam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :  
 
a. pencurian ternak;  
b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa 
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan 
atau banyak perang.  
c. pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak diketahui oleh 
yang berhak;  
d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;  
e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, 
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu;  
 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam huruf c disertai dengan 
salah satu tersebut huruf d dan huruf e, maka dikenakan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
 
Pencurian dalam pasal ini dianamakan “pencurian berat”, dan 
ancaman hukumannya pun lebih berat. Pencurian dengan pemberatan 
ialah pencurian biasa dalam Pasal 362, hanya bedanya bahwa pencurian 
yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk 
dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri 
sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman 
pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Delik tersebut keadaan 
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objektif memberatkan pidana meskipun perbuatan itu tidak diliputi 
kesengajaan. 
Delik pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut 
delik yang dikualifisir20. Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana 
pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di 
atas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai 
pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga mempunyai 
unsure-unsur yang sama, masing-masing yakni;21 
a. Unsur subjektif; dengan maksud untuk menguasai secara 
melawan hukum. 
b. Unsur objektif;  
1). Barangsiapa  
2). Mengambil  
3). Sebuah benda  
4). Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan 
orang lain.  
Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian 
yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 2 KUHP ialah karena tindak 
pidana tersebut telah dilakukan pelaku;22 
a. Pada waktu terjadi kebakaran;  
                                                             
20 Suharto RM. , Op.cit, halaman 72. 
21 Lamintang, Op.cit., halaman 36. 
22 Ibid, halaman 42. 
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b. Pada waktu terjadi ledakan;  
c. Pada waktu terjadi bahaya banjir;  
d. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;  
e. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;  
f. Pada waktu ada kapal karam;  
g. Pada waktu ada kapal terdampar;  
h. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;  
i. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;  
j. Pada waktu terjadi huru-hara;  
k. Pada waktu terjadi bahaya perang.  
 
Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian 
yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 3 KUHP ialah karena tindak 
pidana pencurian telah dilakukan pada malam hari, yakni:23 
a. Di dalam sebuah tempat kediaman; 
b. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat 
sebuah tempat kediaman; 
c. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa 
sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang 
yang berhak. 
Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian 
yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 4 KUHP ialah karena tindak 
                                                             
23 Ibid, halaman 43 
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pidana pencurian seperti yang dimaksud oleh Pasal 362 KUHP telah 
dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama24. 
Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian 
yang diatur pada Pasal 363 ayat 1 angka 5 KUHP ialah karena untuk 
dapat memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat 
mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan 
pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, 
perintah palsu, atau seragam palsu.25 
F. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 
umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 
pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan 
hukum pidana. 
Menurut Van Hamel mengatakan bahwa:26 
Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari 
                                                             
24 Ibid, halaman 45. 
25 Ibid, halaman 48. 
26 Lamintang, Op.cit., halaman  47 
59 
 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus 
ditegakkan oleh negara. 
Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:27 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim dalam  untuk 
memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian 
pemidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:28 
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata. 
                                                             
27 Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih. 2010. Hukum Korporasi Rumah Sakit. Rangkang Education: 
Yogyakarta. Hal. 12 





Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman  yaitu sebagai berikut:29 
a. Teori absolut atau teori pembalasan; 
b. Teori relatif atau teori tujuan, dan 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien). 
Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori 
pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. 
Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka 
menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu 
kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. 
Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua 
perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima 
pembalasan. 
Menurut Sthal  mengemukakan bahwa:30 
                                                             
29 Antonius Sudirman. 2009. Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu 
Kajian Teori dan Praktek di Indonesia. BP Undip: Semarang. Hal 107-112 
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Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan 
melaksankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya. 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini 
antara lain Paul Anselm van Feurbach. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan 
kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, 
yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar 
menjadi baik kembali. 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien) 
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot beranjak dari pemikiran 
bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan 
absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, 
sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.31 
                                                                                                                                                                       
30 Antonius Sudirman. 2009. Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu 
Kajian Teori dan Praktek di Indonesia. BP Undip: Semarang. Hal. 115 
 





Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan 
pembinaan dan pendidikan. 
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus dingat adalah 
bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. 
Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran 
HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti 
melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih 
baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan 
masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur 
yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat 
pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. 
Menurut Erdianto Effendi pemidanaan mempunyai tujuan ganda, 
yaitu: 
a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga 
konflik yang ada dapat selesai; 
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa 
pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan 










3. Jenis-Jenis Pidana 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, 
yaitu: 
1. Pidana pokok, dan  
2. Pidana tambahan. 
Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan 
satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam 
undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana 
tambahan. 
a. Pidana Pokok 
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 
10 KUHP adalah sebagai berikut: 
1) Pidana mati 
Menurut  Wirjono Prodjodikoro tujuan hukuman mati selalu 
diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, 
akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan 
mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada 
zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.32 
                                                             





Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan 
Peradilan Umum dan Militer. 
Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan oleh 
Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan 
bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi 
dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum penetapan 
presiden yang berlaku adalah hukuman gantung. 
Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 ini, 
secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun 
peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
2) Pidana penjara 
Menurut P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa33: 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
                                                             
33 Amir Ilyas, 2012: asas-asas hukum pidana Hal. 110, 
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terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain. 
3) Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut 
Niniek Suparni  bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:34 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat 
ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman 
penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. 
 
4) Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama 
pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara 
sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. 
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika 
                                                             
34 Niniek Suparni. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta. Hal 23 
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pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 
ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda. 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri 
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi 
tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris 
yang mengikut pada pidana pokok. 
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
 
2) Perampasan barang tertentu 
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Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dengan kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan. 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas. 
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah 
ditentukan dalam undang-undang. 
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita. 
 
3) Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
mengatur bahwa: 
Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana 
tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, 
dan Pasal 405 KUHP. 
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4. Pidana dan Tindakan bagi Anak 
Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak hanya dapat dijatuhi 
pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, 
dan ayat (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya 
dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum ialah pidana pokok dan tambahan. Pasal 71 
ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pidana pokok dapat 
berupa : 
a. Pidana peringatan  
b. Pidana dengan syarat:  
1) Pembinaan diluar lembaga;  
2) Pelayanan masyarakat; atau  
3) Pengawasan  
c. Pelatihan kerja  
d. Pembinaan dalam lembaga; dan  
e. Penjara. 
Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat Pasal 71 
ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Setiap pelaksanaan 
pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, 
kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, 
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konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi 
kepentingan anak yang bersangkutan.35 Pertimbangan pidana dan 
perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu 
mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan 
Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif 
terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.36 
Ancaman pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 paling lama 1/2 (satu perdua) dari 
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan 
ketentuan pasal 81 ayat (2) ini, ketentuan dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca 
setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa. Sehubungan 
dengan hal ini, Pasal 117 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana Nasional (Tahun 1999-2000) menentukan bahwa: Pidana 
pembatasan kebebasan, diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak 
pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana 
pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama (satu 
per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 
dewasa.37 
                                                             
35 Maidin Gultom, 2010,Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 124. 
36 Wagiati Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 47. 
37 Maidin Gultom, op.cit., hlm. 128. 
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Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam 
Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, meliputi: 
a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;  
b. Penyerahan kepada seseorang;  
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;  
d. Perawatan di LPKS; 
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;  
f. Pencabutan suran ijin mengemudi; dan/atau  
g. Perbaikan akibat tindak pidana 
Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga 
anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam 
Peradilan Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut 
Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, 
berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana 
atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi 
anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya 
wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan 
pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.38 
                                                             
38 Maidin Gultom, op.cit.,.hlm. 124. 
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G. Pertimbangan Hakim 
1. Pertimbangan Normatif/Yuridis 
Pertimbangan normatif adalah pertimbangan hakim yang fokusnya 
dengan memendang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang 
mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan 
hukum. 
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana. 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu, dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Hal itu dapat dilihat 
sebagai berikut: 
1) Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Mengenai dasar pemberatan pidana umum ada beberapa hal yaitu 
pemberatan pidana karena jabatan (Pasal 52 KUHP), menggunakan 
sarana bendera kebangsaan (Pasal 52 ayat (1), dan recidive 
(pengulangan tindak pidana). 
Berikut Penulis akan menguraikan satu persatu tentang dasar 
pemberatan pidana umum, yaitu sebagai berikut: 
a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
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Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau 
sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya ditambah sepertiga. 
b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan 
Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut: 
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan 
tersebut dapat ditambah sepertiga. 
 
c. Recidive (pengulangan tindak pidana) 
Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut: 
Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana 
tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487,dan Pasal 488 
KUHP. Kedua, diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 
487, dan Pasal 488 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana 
khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 




Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, 
pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman 
maksimun pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan yang 
bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain di luar 
kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ke 3 (tiga) 
pasal ini adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan 
sepertiga dari ancaman maksimun, tetapi banyak yang tidak menyebut 
“dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat dengan 
menambah lamanya saja. 
d. Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (concursus) 
Ada 3 (tiga) bentuk concursus yang dikenal dalam hukum 
pidana, yaitu concursus idealis, concursus realis,dan Delictum 
Continuatum /Voortgezettehandeling. Ketiga bentuk concursus itu 
adalah sebagai berikut: 
a) Concursus idealis(perbarengan peraturan) 
Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk 
kedalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai 
gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan 
meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem 
pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang 
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terberat. Dalam KUHP Bab II Pasal 63 tentang perbarengan 
disebutkan: 
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara 
aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 
(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan 
pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang 
khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. 
 
b) Concursus realis(perbarengan perbuatan) 
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi 
apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan 
masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu 
tindak pidana.Concursus realis ini diatur dalam Pasal 65 sampai 
dengan Pasal 71 KUHP.  Sistem pemberian pidana bagi 
concursus realis ada beberapa macam, yaitu:  
- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan  pidana 
pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana 
dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak 
boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah 
sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorbsi yang 
dipertajam. 
- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan  pidana 
pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman 
pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi 
jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana 
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terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem 
kumulasi diperlunak. 
- Apabila berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem 
kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. 
Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 
1 tahun 4 bulan kurungan. 
- Apabila berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 
302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 
Pasal 352 (penganiayaan ringan), pasal 364 (pencurian 
ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 
(penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), 
maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan 
maksimum pidana penjara 8 bulan. 
c) Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling (perbuatan 
berlanjut) 
Perbuatan berlanjut ini diatur dalam pasal 64 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila 
seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau 
pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), 
kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa 
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sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” 
adalah: 
- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan; 
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama 
macamnya, dan 
- Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak 
terlalu lama. 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut 
menggunakan sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan 
pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan 
ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 
(2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan 
perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) KUHP 
merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan 
ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal373 
(penggelapan ringan), dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan barang 
ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. 
2) Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ini adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas 
ancaman maksimun pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut 
dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak 
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pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan, dan tidak berlaku 
pada tindak pidana lain. 
Mencantumkan atau meletakkan unsur pemberat khusus dari 
bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, dilakukan dengan 3 (tiga) macam 
cara: 
a) Dengan mencantumkan dalam satu pasal dari rumusan bentuk 
pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda. Misalnya penganiayaan 
pada Pasal 351 KUHP, bentuk pokoknya dirumuskan pada ayat (1), 
unsur pemberatnya mengenai akibat luka berat dan kematian yang 
dirumuskan pada ayat (2) dan ayat (3) KUHP. 
b) Dengan mencantumkan pada pasal diluar pasal atau yang lain dari 
rumusan bentuk pokoknya. Misalnya penggelapan yang dilakukan 
oleh orang yang menguasai benda karena hubungan kerja 
pencarian atau karena mendapat upah khusus untuk itu Pasal 374 
KUHP atau yang dilakukan oleh orang yang karena dititipkan 
dengan terpaksa, atau oleh wali, waris, pengurus lembaga sosial 
atau yayasan terhadap benda yang dikuasainya menurut Pasal 375 
KUHP masuk dalam kelompok jenis atau bab kejahatan 
penggelapan. 
c) Menyebutkan dasar pemberatan itu dalam pasal lain diluar pasal 
mengenai jenis tindak pidana yang sama. Misalnya pada dasar 
pemberatan pidana kejahatan pemerasan menurut pasal 368 
KUHP masuk dalam Bab XXIII dengan menunjuk berlakunya dasar 
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pemberat pada Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 368 ayat (2) 
dalam Bab XXIII KUHP. 
b. Dasar-dasar Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu, dasar 
diperingannya pidana umum dan dasar diperingannya pidana khusus 
sebagai berikut: 
1) Dasar diperingannya pidana umum 
Mengenai dasar diperingannya pidana umum ada beberapa hal 
yaitu berdasarkan KUHP, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2012, perihal percobaan, dan pembantuan kejahatan. 
2) Dasar diperingannya pidana khusus 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam 
tindak pidana. Dasar peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam 
Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi 
dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan 
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KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam 
pemidanaan, hakim mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin membuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu 




















A. Lokasi Penelitian 
  Penelitian di lakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
sasaran para pihak yang berkompeten dalam melakukan peran dan fungsi 
penegak hukum. Tempat tersebut dianggap cukup representatif untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber  data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa 
data primer dan sekunder. 
1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 
yang dikumpulkan melalui teknik-teknik wawancara. Data 
demikian diperlukan untuk dapat mendeskripsikan fakta dan 
kecenderungan perilaku responden. 
2) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi 
pustaka dan penelusuran literatur termasuk dari berbagai 
instansi terkait berupa dokumen dan referensi yang sekaligus 
dijadikan landasan teoritis dalam penelitian lapangan, baik 
untuk memperoleh data primer serta untuk menentukan metode 
analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan 
menyusun rekomendasi penelitian.  
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C. Teknik analisis data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan 
pelaksanaan dalam menilai unsur-unsur pencurian yang dilakukan oleh 
seseorang anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder 
dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang 
menggambarkan pelaksanaan dalam menilai unsur-unsur pencurian yang 
dilakukan oleh seseorang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
















A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar. 
 
Sebelum Penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materil pada perkara Putusan Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar, maka perlu diketahui terlebih dahulu 
identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan yaitu sebagai berikut :  
1. Identitas Terdakwa I 
Identitas Terdakwa kasus Pencurian dengan pemberatan Putusan 
Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar sebagai berikut : 
Nama lengkap   : RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN 
Tempat lahir   : Makassar 
Umur / tanggal lahir  : 16 tahun / 03 April1998 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia  
Tempat tinggal   :Jln. Karaeng Bontotangga No. 57 Makassar  
Agama  : Islam 







Identitas Terdakwa II 
Identitas Terdakwa kasus Pencurian dengan pemberatan Putusan 
Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar sebagai berikut : 
Nama lengkap   : ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN 
Tempat lahir   : Makassar 
Umur / tanggal lahir  : 15 tahun / 06 Juli1999 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia  
Tempat tinggal   :Jln. Emisailan Makassar  
Agama  : Islam 
Pendidikan : SD 
 
2. Posisi Kasus 
Kasus Pencurian dengan pemberatan ini terjadi pada hari Rabu 
tangal 11 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di jln. 
Tamalate 4 stp 4 No. 235 Makassar pada bulan Februari di Tahun 2015 
dimana daerah tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, dengan Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin 
SAHARUDDIN dan Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN 
dan saksi korbannya adalah Harnipa. Perbuatan Terdakwa dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
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Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dan 
berawal ketika para Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban dan 
melihat keadaan sunyi maka timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II 
mengambil barang saksi korban. Lalu Terdakwa I masuk ke pekarangan 
rumah saksi korban  dan mengambil sepeda motor Honda Vario warna 
merah hitam DP 2193 FA milik saksi korban dengan cara merusak kunci 
kontaknya sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar pekarangan, 
setelah itu mendorong keluar sepeda motor tersebut pergi selanjutnya 
didorong menuju ke lorong 7 kemudian setelah sampai di lorong 7 para 
Terdakwa langsung membongkar sepeda motor tersebut tanpa 
sepengetahuan dan seizin saksi korban, pada waktu kejadian saksi 
korban serta saksi berada dalam rumah bersama untuk beristirahat 
sejenak kemudian saksi korban keluar hendak memasukkan sepeda 
motor karena sudah larut malam. kemudian pada saat saksi korban keluar 
untuk mengambil sepeda motornya melihat sudah tidak ada. Bersama 
dengan saksi lain, saksi korban berusaha mencari disekeliling rumah 
namun sudah tidak menemukan lagi. 
Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban menderita kerugian 
sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dan 
segera melaporkan para Terdakwa ke pihak yang berwenang untuk 




3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus 
bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi 
kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan 
unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk 
uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain 
uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan  dalam pasal yang didakwakan 
harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan 
dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (pleger), pelaku peserta 
(medepleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya 
sebagai pembantu. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk 
dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum,masing-
masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya 
dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman 
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prakteknya masing-masing, namun demikian tetap berdasarkan pada 
persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 
Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan 
yaitu: 
a. Surat dakwaan tunggal 
Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya 
didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut 
Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila 
terdakwa telah melakukan perbuatan “Pencurian biasa” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 364 KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan 
Pasal 364 KUHP. 
b. Surat dakwaan subsider 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsider didalamnya 
dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik 
yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. 
Akan tetapi, sesungguhnya dakwaan terhadap terdakwa yang harus 
dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal 






c. Surat dakwaan alternatif 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip 
dengan  bentuk surat dakwaan subsider, yaitu yang didakwakan adalah 
beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus 
dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada Majelis Hakim 
tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan 
tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering 
terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit 
menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan 
unsurnya, karena unsur tindak pidana tersebut menimbulkan keraguan 
bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas 
satu tindak pidana. 
d. Surat dakwaan kumulatif 
Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara serempak 
beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. 
e. Surat dakwaan kombinasi 
Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik 
secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan 
alternatif secara serempak/sekaligus. 
Dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar ini, 
Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Tunggal. Para Terdakwa 
melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e. Dakwaan Jaksa Penuntut 
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Umum dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar akan 
Penulis uraikan sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN dan 
Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN pada hari Rabu 
tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan 
Tamalate 4 stp 4 No. 235 Makassar Bahwa Terdakwa I Resaldy Alias 
Resa Bin Saharuddin dan terdakwa II Aswin Alias Bagon Bin Umar Liwan 
mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang 
lain untuk maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu, yang masuk ke tempat dengan melakukan kejahatan, 
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dnegan merusak, 
mendorong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan para 
Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagaai berikut: 
 Berawal ketika para Terdakwa melintas di depan rumah saksi 
korban dan melihat keadaan sunyi maka timbul niat Terdakwa I dan 
Terdakwa II mengambil barang saksi korban. Lalu Terdakwa I masuk ke 
pekarangan rumah saksi korban  dan mengambil sepeda motor Honda 
Vario warna merah hitam DP 2193 FA milik saksi korban dengan cara 
merusak kunci kontaknya sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar 
pekarangan, setelah itu mendorong keluar sepeda motor tersebut pergi 
selanjutnya didorong menuju ke lorong 7 kemudian setelah sampai di 
lorong 7 para Terdakwa langsung membongkar sepeda motor tersebut 
tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban, pada waktu kejadian saksi 
korban serta saksi berada dalam rumah bersama untuk beristirahat 
sejenak kemudian saksi korban keluar hendak memasukkan sepeda 
motor karena sudah larut malam. kemudian pada saat saksi korban keluar 
untuk mengambil sepeda motornya melihat sudah tidak ada. Bersama 
dengan saksi lain, saksi korban berusaha mencari disekeliling rumah 
namun sudah tidak menemukan lagi. 
Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban menderita kerugian 
sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dan 
segera melaporkan para Terdakwa ke pihak yang berwenang untuk 
diproses lebih lanjut. 
Perbuatan Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN  
dan Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN sebagaimana di 
atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP 
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4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum adalah permohonan penuntut umum 
kepada majelis hakim untuk memutus suatu perkara yang diajukannya 
sesuai apa yang tertera dalam isi tuntutannya. Adapun tuntutan penuntut 
umum dalam perkara Putusan Nomor 45/Pid.sus.Anak/2015/PN.Makasaar 
adalah sebagai berikut:  
a. Menyatakan Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN  dan 
Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP dalam dakwaan 
Tunggal kami; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin 
SAHARUDDIN  dan Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR 
LIWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa 
penahan  para Terdakwa dalam tahanan sementara; 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna merah DP 2193 FA No. 
Rangka MH1JFC111CK041431 No. Mesin JFC1E-1041461 atas 
nama di STNK Hj. Hasnah;  
Dikembalikan kepada saksi saksi korban Harnipa; 
d. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
 
5. Amar Putusan 
Dalam perkara nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar, Majelis Hakim 
Memutuskan :  
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN  
dan Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”. 
2. Menjatuhkan tindakan kepada para Terdakwa untuk di kembalikan 
kepada orang tuanya untuk didik; 
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3. Memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan 
Rutan;. 
4. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna merah DP 2193 FA No. 
Rangka MH1JFC 111CK041431 No. Mesin JFC1E-1041461 atas 
nama di STNK Hj. Hasnah;  
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
 
6. Analisis Penulis 
Berdasarkan posisi kasus salam perkara Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar, penerapan dakwaan Tunggal Pasal 
363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum sudah sesuai dengan posisi kasus. 
Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan 
Pasal yang dilakukan oleh Mejelis Hakim yang didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 
4e, 5e KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus 
dipenuhi seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP 
adalah sebagai berikut :  
1. Barang siapa; 
2. Mengambil suatu barang; 
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum; 
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5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu 
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 
6. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu; 
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 
Berikut penulis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur Pasal 
363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP yang di hubungkan dengan perkara 
nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar. 
1. Unsur Barang Siapa 
Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang pribadi atau 
badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan 
kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap 
perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. 
Berdasarkan pemeriksaan persidangan, yang didakwa oleh 
Penuntut Umum melakukan tindak pidana pidana adalah Terdakwa I 
RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN  dan Terdakwa II ASWIN 
alias BAGON Bin UMAR LIWAN yang identitasnya sebagaimana 
tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa. 
Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat 
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mempertanggungjawaban segala perbuatan yang didakwakan 
kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur 
Barang siapa telah terpenuhi. 
 
2. Mengambil suatu barang; 
Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa suatu 
benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini 
adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai 
ekonomis bagi pemiliknya. 
Berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan diperoleh dari 
keterangan saksi korban, saski Riska Mayanti dan saksi Ulpi Sasmita 
dan keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa I RESALDY alias RESA 
Bin SAHARUDDIN dan Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR 
LIWAN pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 
WITA atau setidak-tidaknya  pada waktu lain dalam bulan Februari 
tahun 2015 bertempat di Jalan Tamalate 4 stp 4 No. 235 Makassar 
dan berawal ketika para Terdakwa melintas di depan rumah saksi 
korban dan melihat keadaan sunyi maka timbul niat Terdakwa I dan 
Terdakwa II mengambil barang saksi korban. Lalu Terdakwa I masuk 
ke pekarangan rumah saksi korban  dan mengambil sepeda motor 
Honda Vario warna merah hitam DP 2193 FA milik saksi korban 
dengan cara merusak kunci kontaknya sedangkan Terdakwa II 
berjaga-jaga diluar pekarangan, setelah itu mendorong keluar sepeda 
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motor tersebut pergi selanjutnya didorong menuju ke lorong 7 
kemudian setelah sampai di lorong 7 para Terdakwa langsung 
membongkar sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin 
saksi korban.  
Dengan demikian unsur ini telah terbukti 
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 
Bahwa menurut keterangan saksi korban Harnipa, saksi Riska 
Mayanti dam saksi Ulpi Sasmita, bahwa sepeda motro Honda Vario 
warna merah No. Pol. DP 2193 FA yang diambil oleh para 
Terdakwa sepeda motor tersebut milik saksi korban Harnipa; 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti  
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum; 
Bahwa menurut keterangan para Terdakwa setelah mendorong 
sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban 
Harnipa, kemudian dibawa ke lorong 7 dilakukan pembongkaran 
terhadap sebagian alat-alat kendaraan sepeda motor dengan maksud 
agar pemilik kendaraan sepeda motor tersebut tidak mudah mengenal 
lagi selanjutnya para Terdakwa berencana untuk menjual sepeda 






Dengan demikian unsur ini telah terbukti. 
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang 
ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak 
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 
Menurut keterangan saksi korban Harnipa, saksi Riska Mayanti dan 
saksi Ulpi Sasmita, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 
Februari 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya  pada 
waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan 
Tamalate 4 stp 4 No. 235 Makassar dan berawal ketika para 
Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban dan melihat keadaan 
sunyi maka timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang 
saksi korban. Lalu Terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi 
korban  dan mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah 
hitam DP 2193 FA milik saksi korban dengan cara merusak kunci 
kontaknya sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar pekarangan, 
setelah itu mendorong keluar sepeda motor tersebut pergi selanjutnya 
didorong menuju ke lorong 7 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi 
korban; 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti. 
6. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu; 
Unsur ke-6 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, 
telah pula terpenuhi; 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti. 
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7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai 
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, 
atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu; 
Menurut keterangan saksi korban Harnipa dan saksi Riska Mayanti 
dam saksi Ulpi Sasmita, bahwa sepeda motornya diparkir di teras 
rumah dalam keadaan terkunci stang, namun oleh para Terdakwa 
menggunakan alat merusak kunci kontak dan kunci stang/kunci stir 
sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor dapat didorong keluar 
pekarangan rumah saksi korban Harniapa; 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai 
dengan posisi kasus, alat bukti yang sah seperti yang diuraikan diatas 
yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sebagaimana 
diuraikan diatas, maka bila satu dengan yang lainnya saling dihubungkan, 
ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Sehingga dengan 
demikian putusan ataupun kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan 
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I RESALDY alias RESA 
Bin SAHARUDDIN dan Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR 
LIWAN yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP dalam 
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perkara Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar menurut analisa 
penulis sudah tepat. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
Putusan Nomor : 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan 
yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku 
tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu 
sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan 
disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan 
penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan 
hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan 
dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang 
dilakukan terdakwa. 
Berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam 
Putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar: 
1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim 
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam 
membuat keputusan yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa harus 
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sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, Majelis Hakim 
harus cermat dalam memahami kasus yang terjadi dengan menganalisa 
kebenaran suatu kasus, melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan), 
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan juga hal-hal lain yang 
ada hubungannya dengan perkara agar keputusan  yang diambil oleh 
Majelis Hakim dapat memberi efek jera terhadap Terdakwa dan 
mewujudkan rasa keadilan untuk semua. Adapun hal-hal yang menjadi 
dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa perkara Putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar 
adalah sebagai berikut :  
- bahwa para Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN 
dan Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN, masing-
masing masih berstatus pelajar, Terdakwa I pelajar di Sekolah 
Menegah Kejuruan (SMK) Kelas II, Terdakwa II pelajar di SMP 
Kelas III; 
- bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 
21.30 WITA atau setidak-tidaknya  pada waktu lain dalam bulan 
Februari tahun 2015 bertempat di Jalan Tamalate 4 stp 4 No. 235 
Makassar dan berawal ketika para Terdakwa melintas di depan 
rumah saksi korban dan melihat keadaan sunyi maka timbul niat 




- bahwa Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN 
masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut sedangkan Terdakwa 
II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN berjaga-jaga di luar 
rumah; 
- bahwa setelah Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Vario 
warna merah No. Pol. DP 2193 FA ternyata tidak terkunci stang 
sehingga Terdakwa I langsung mendorong keluar pagar 
selanjutnya didorong dari belakang oleh Terdakwa II menuju 
Lorong 7; 
- bahwa sampai di lorong 7 Terdakwa-terdakwa langsung 
membongkar sepeda motor tersebut, setelah beberapa hari para 
Terdakwa ditangkap polisi bersama dengan barang bukti. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dalam 
menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan 
dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan 
terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim memilih untuk 
mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 
5e KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Unsur Barang Siapa 
Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang pribadi atau 
badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 
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yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang 
didakwa sebagai pelaku tindak pidana. 
Berdasarkan pemeriksaan persidangan, yang didakwa oleh 
Penuntut Umum melakukan tindak pidana pidana adalah Terdakwa I 
RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN  dan Terdakwa II ASWIN 
alias BAGON Bin UMAR LIWAN yang identitasnya sebagaimana 
tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa. 
Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan 
kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur 
Barangsiapa telah terpenuhi. 
2) Mengambil suatu barang; 
Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa suatu 
benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini 
adalah benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak 
berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya. 
Berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan diperoleh dari 
keterangan saksi korban, saski Riska Mayanti dan saksi Ulpi Sasmita 
dan keterangan Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Bahwa 
Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN dan Terdakwa II 
ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN pada hari Rabu tanggal 11 
Februari 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya  pada 
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waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan 
Tamalate 4 stp 4 No. 235 Makassar dan berawal ketika para 
Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban dan melihat keadaan 
sunyi maka timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang 
saksi korban. Kemudian Terdakwa I masuk ke pekarangan rumah 
saksi korban  dan mengambil sepeda motor Honda Vario warna 
merah hitam DP 2193 FA milik saksi korban dengan cara merusak 
kunci kontaknya sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar 
pekarangan, setelah itu mendorong keluar sepeda motor tersebut 
pergi selanjutnya didorong menuju ke lorong 7 kemudian setelah 
sampai di lorong 7 para Terdakwa langsung membongkar sepeda 
motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban.  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi 
3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 
Bahwa menurut keterangan saksi korban Harnipa, saksi Riska 
Mayanti dam saksi Ulpi Sasmita, bahwa sepeda motro Honda Vario 
warna merah No. Pol. DP 2193 FA yang diambil oleh para Terdakwa 
sepeda motor tersebut milik saksi korban Harnipa; 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi 
4) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum; 
Bahwa menurut keterangan para Terdakwa setelah mendorong 
sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban 
Harnipa, kemudian dibawa ke lorong 7 dilakukan pembongkaran 
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terhadap sebagian alat-alat kendaraan sepeda motor dengan maksud 
agar pemilik kendaraan sepeda motor tersebut tidak mudah mengenal 
lagi selanjutnya para Terdakwa berencana untuk menjual sepeda 
motor tersebut dan hasilnya akan dibagi diantara para Terdakwa; 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
5) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu 
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 
Menurut keterangan saksi korban Harnipa, saksi Riska Mayanti dan 
saksi Ulpi Sasmita, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 
Februari 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya  pada 
waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan 
Tamalate 4 stp 4 No. 235 Makassar dan berawal ketika para 
Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban dan melihat keadaan 
sunyi maka timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang 
saksi korban. Kemudian Terdakwa I masuk ke pekarangan rumah 
saksi korban  dan mengambil sepeda motor Honda Vario warna 
merah hitam DP 2193 FA milik saksi korban dengan cara merusak 
kunci kontaknya sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar 
pekarangan, setelah itu mendorong keluar sepeda motor tersebut 
pergi selanjutnya didorong menuju ke lorong 7 tanpa sepengetahuan 
dan seizin saksi korban; 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
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6) Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu; 
Unsur ke-6 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan 
bersekutu,    telah pula terpenuhi; 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
7) Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 
Menurut keterangan saksi korban Harnipa dan saksi Riska 
Mayanti dam saksi Ulpi Sasmita, bahwa sepeda motornya diparkir di 
teras rumah dalam keadaan terkunci stang, namun oleh para 
Terdakwa menggunakan alat merusak kunci kontak dan kunci 
stang/kunci stir sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor dapat 
didorong keluar pekarangan rumah saksi korban Harniapa; 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai 
dengan posisi kasus, alat bukti yang sah seperti yang diuraikan diatas 
yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil visum et 
repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka bila satu dengan yang 
lainnya saling dihubungkan, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan 
bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah 
terpenuhi. Sehingga dengan demikian putusan ataupun kesimpulan 
Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara 
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sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN dan Terdakwa II 
ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN yaitu melanggar Pasal 363 ayat 
(1) ke-3e, 4e, 5e KUHP dalam perkara Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar menurut analisa penulis sudah tepat. 
2. Pertimbangan Subjektif Hakim 
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu 
diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian 
juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di 
Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga 
nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis 
(kemanfaatan),dan folosofis (keadilan). 
Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakankan, bahwa hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus 
suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek 
yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek 
sosiologisnya. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan rasa  
keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. 
Dengan demikian, diharapakan tercipta putusan yang mendekati rasa 
keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan 
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kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga 
peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan subjektif hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar adalah: 
a. Hal-hal yang memberatkan: 
1. Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Harnipa; 
2. Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat; 
 b. Hal-hal yang meringankan: 
1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya;  
2. Para Terdakwa sopan dalam persidangan; 
3. Para Terdakwa masih muda dan berkeinginan kuat untuk 
melanjutkan pendidikannya di sekolah; 
 
Dari pertimbangan di atas, dapat dikatakan bahwa pertimbangan 
hakim hanya terfokus kepada Terdakwa dan tidak melihat kerugian yang 
dialami oleh korban dan keluarga korban. Hal tersebut penting untuk 
mewujudkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Setelah 
mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, hakim menjatuhkan sanksi 
terhadap Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN dan 
Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN dengan tindakan 
untuk dikembalikan kepada orang tuannya untuk di didik. 
 
3. Analisis Penulis 
Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan 
pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
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meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan 
serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan 
yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, 
keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun 
pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan 
Terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi Terdakwa pada saat melakukan 
perbuatan pidana. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa keputusan 
Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa 
kurang tepat. Dalam hal ini walaupun para Terdakwa yang masih 
tergolong anak di bawah umur Majelis Hakim menjatuhkan tindakan untuk 
dikembalikan kepada orang tuannya untuk di didik terhadap Terdakwa dan 
lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun 
penjara.  
Dalam pembahasan sebelumnya kepastian hukum menekankan 
agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh 
bunyi hukum/peraturannya. Fiat Justitia et pereat mundus (meskipun 
dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis 
menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus 
sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi 
pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya 
berdasarkan bukti–bukti yang ada. 
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Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu : 
a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup di masyarakat. 
b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim 
yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja 
ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa 
suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu 
antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang 
digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi 
Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak 
benar dan tidak sepantasnya maka orang kemudian dapat menilai bahwa 
putusan itu tidak benar dan tidak adil. 
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Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk 
menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat 
analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk 
menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang 
terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa 
patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang 
terungkap dipersidangan. 
Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 
Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar terhadap Terdakwa I 
RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN dan Terdakwa II ASWIN alias 
BAGON Bin UMAR LIWAN dengan berbagai pertimbangan-
pertimbanagan menurut penulis kurang tepat. Dalam hal ini walaupun 
para Terdakwa yang masih tergolong anak di bawah umur Majelis Hakim 
menjatuhkan tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuannya untuk di 
didik terhadap Terdakwa dan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum yaitu 1 (satu) tahun penjara.  
Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi 
masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus 
memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka 
dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan 
keresahan dalam masyarakat,. Demikian juga hukum dilaksanakan 
bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya 
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hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun 
sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis. 
Dalam perkara dengan putusan Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar Majelis Hakim menjatuhkan sanksi 
mengembalikan para Terdakwa ke orang tuanya untuk didik menurut 
penulis kurang tepat karena berdasarkan hasil wawancara dengan warga 
di lingkungan sekitar kediaman para Terdakwa, diantaranya bapak 
Rahmat menurutnya: 
“Resa biasanya kalau malam melakukan keributan sehingga warga 
merasa terganggu dengan kegiatan malam resa, biasa kalau sudah 
meminum ballo (minuman keras) resa sering melakukan tindakan 
yang membahayakan warga sekitar bahkan warga yang melintas di 
daerah karungrung” 
Berdasarkan hasil wawancara di atas Terdakwa I RESALDY alias 
RESA Bin SAHARUDDIN penulis berkesimpulan dalam kesehariannya 
Terdakwa I sering melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan 
masyarakat. Bahkan menurut salah seorang tentangga Terdakwa I 
RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN. 
“resa pernah melakukan pencurian di salah satu rumah warga tetapi 
diselesaikan secara kekeluargaan. Resa juga adalah anak yang 
ditakuti oleh teman-temannya karena prilakunya yang kasar dan 
sering emosional bahkan tidak segan-segan melukai orang yang 
dianggap mengganggu dirinya”   
Berdasarkan hasil wawancara penulis berkesimpulan bahwa 
Terdakwa I adalah anak yang di kategorikan sebagai anak yang nakal 
yang harus dilakukan pembinaan yang bersifat khusus. Sedangkan 
Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN terlahir dari keluarga 
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kategori menegah kebawa. Terdakwa II adalah anak yang tergolong anak 
nakal yang juga menurut warga sekitar rumahnya adalah anak yang 
sangat mengganggu kenyaman dan keamanan sekitar lingkungannya. 
Dari hasil wawancara dengan warga Jln. Emisailan bernama Daeng 
Unjung menurutnya:  
“itu anak (Aswin/Terdakwa II) kalau emosi terus sama semua 
temannya yang nakal juga biasanya sembarang dia buat sama 
teman-temannya, itu yang buat warga disini marah dan tidak senang 
dengan perilakunya” 
Dalam putusan hakim yang ideal bukan hanya melihat aspek yuridis 
tetapi juga aspek non yuridis (aspek sosiologis). Tetapi dalam hal ini 
ketentuan hukum tidak harus dinomorduakan, atau dikesampingkan. 
Gambaran pembuatan putusan Hakim sebagai kerja yuridis yakni 
menerapkan undang-undang saja bukanlah gambaran utuh tugas dan 
pekerjaan Hakim. Dengan demikian bekerjanya hukum di pengadilan 
bukanlah proses yuridis semata, melainkan suatu proses sosial yang lebih 
besar. 
Namun jika hanya menekankan pada satu aspek sosiologis saja hal 
ini terlalu sosial oriented, selain dapat menimbulkan ketidak pastian, 
putusan Hakim dapat menjadi sangat subjektif, sepenuhnya tergantung 
pada kemauan Hakim yang bersangkutan. Kepentingan masyarakat 
berubah, kepentingan yang satu berbeda dengan kepentingan yang lain, 
sehingga tidak ada konsistensi putusan. Orientasi sosial ini dapat pula 
merugikan kepentingan pencari keadilan. Harus diingat, kepentingan 
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utama dalam suatu perkara (putusan) adalah kepentingan pencari 
keadilan (pihak-pihak yang berpekara), baru kemudian kepentingan 
masyarakat. Sangatlah baik kalau kepentingan pencari keadilan dan 
kepentingan masyarakat berjalan seiring, atau dapat saling memberi, atau 
sekurang-kurangnya tidak bertentangan satu sama lain. Apabila 
bertentangan, Hakim (putusan Hakim) wajib mengutamakan kepentingan 
pihak yang berpekara, karena merekalah yang mencari keadilan, 
merekalah yang secara langsung akan menerima konsekuensi putusan. 
Penerapan sanksi terhadap anak berdasarkan Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 
bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi dua 
macam sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Biasanya anak 
yang berhadapan dengan hukum yang baru pertama kali melakukan 
tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa sanksi tindakan oleh hakim, 
sanksi tindakan ini dapat berupa pengembalian anak kepada orang tua, 
wali, atau orang tua asuhnya sehingga dia akan di didik menjadi anak 
yang lebih baik oleh keluarganya. Namun perlu diperhatikan bahwa salah 
satu faktor penyebab melakukan tindak pidana dikelompokkan ke dalam 
faktor internal dan faktor eksternal.  Penyebab  internal anak melakukan 
tindak pidana mencakup: (a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga dari 
anak; (b) Keluarga tidak harmonis (broken home); (c) Tidak ada perhatian 
dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja  ataupun bekerja di 
luar negeri sebagai tenaga kerja; (d)  Lemahnya iman dan takwa pada 
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anak maupun orang tua. Faktor Eksternal anak melakukan tindak pidana 
antara lain: (a) Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa 
diimbangi kesiapan mental oleh anak;  (b) Lingkungan pergaulan anak 
dengan teman-temannya yang kurang baik; (c) Tidak adanya lembaga 
atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; 
(d) Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa 
menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya 
untuk melanggar hukum. 
Sanksi tindakan dapat juga berupa penyerahan anak kepada negara 
atau kepada dinas sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan di sana 
anak akan di didik, di bina dan dilatih kerja sesuai dengan bakat dan minat 
anak. Sehingga setelah keluar dari Departemen Sosial atau Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan, anak diharapkan tidak mengulangi lagi 
perbuatannya karena selama anak di kenai sanksi tindakan anak sudah di 
latih kerja yang mungkin bisa menjadi bekal buat anak tersebut setelah 
kembali lagi ke lingkungan masyarakat. 
Dalam perkara pidana anak No. 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. 
Makassar dengan segala pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim 
menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berupa sanksi tindakan berupa 
dikembalikan ke orang tuannya untuk di didik, berdasarkan teori 
penjatuhan pidana baik berdasarkan teori utilitarian dan teori Retributive 
putusan ini tidaklah sesuai, karena penjatuhan sanksi terhadap para 
Terdakwa penulis kira tidak akan membuat anak jera karena sanksi yang 
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dijatuhkan kepadanya para Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana 
yang dilakukan, padahal teori Retributive seharusnya sanksi yang 
dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena 
salah satu Terdakwa dalam hal ini juga bukan pertama kalinya melakukan 
tindak pidana namun diselesaikan dengan cara kekeluargaan sudah 
sepantasnya juga para Terdakwa mendapat hukuman yang lebih berat 
dari sekedar sanksi tindakan dikembalikan ke orang tuanya untuk di didik. 
Dalam putusan tersebut juga sanksi yang dijatuhkan penulis kira tidak 
akan bermanfaat bagi terdakwa untuk kedepannya, karena dengan hanya 
menjalani sanksi sanksi tindakan dikembalikan ke orang tuanya untuk di 
didik.  
Dalam hal sanksi tindakan dikembalikan ke orang tuanya untuk di 
didik, sudah semestinya anak dari kecil didik untuk menjadi pribadi yang 
lebih baik hal ini terkesan anak didik setelah melakukan tindak pidana. 
Jika orang tua para Terdakwa serius mendidik anaknya maka anak tidak 
akan pernah melakukan tindak pidana. Anak yang jatuhi sanksi tindakan 
dikembalikan ke orang tuanya untuk di didik tanpa dibekali sesuatu yang 
mungkin bisa menjadi bekal bagi anak kedepannya setelah kembali ke 
masyarakat, penjatuhan ini berarti tidak memperhatikan manfaat 
kedepannya bagi para terdakwa. Padahal berdasarkan teori ultilitarian 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan di 
atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan analisis tentang penerapan hukum pada putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar yang menyatakan bahwa 
terdakwa Terdakwa I RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN 
dan Terdakwa II ASWIN alias BAGON Bin UMAR LIWAN telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “pencurian dengan pemberatan” dengan korban Harnipa 
yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e,4e,5e KUHP, sesuai 
fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan Jaksa 
Penuntut Umum berupa keterangan saksi, barang bukti, dan 
keterangan Terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi tindakan 
dikembalikan ke orang tuanya untuk di didik. Hukuman tersebut 
lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) 
tahun penjara.  
2. Dalam menjatuhkan sanksi tindakan dikembalikan ke orang tuanya 
untuk di didik kepada para Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun penjara, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar memperhatikan Undang-Undang 
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Hemat Majelis Hakim tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut 
dinilai tidak sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada 
pokoknya mengamanahkan bahwa penjatuhan pidana penjara 
dilakukan sebagai upaya terakhir atau sebagai tindakan darurat 
(ultimum remedium). 
3. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 
Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Makassar terhadap Terdakwa I 
RESALDY alias RESA Bin SAHARUDDIN dan Terdakwa II ASWIN 
alias BAGON Bin UMAR LIWAN dengan berbagai pertimbangan-
pertimbanagan menurut penulis kurang tepat. Para Terdakwa yang 
jatuhi sanksi tindakan dikembalikan ke orang tuanya untuk di didik 
tanpa dibekali sesuatu yang mungkin bisa menjadi bekal bagi anak 
kedepannya setelah kembali ke masyarakat, penjatuhan ini berarti 
tidak memperhatikan manfaat kedepannya bagi para terdakwa. 
B. Saran 
Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus 
mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran 
fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan–
keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan 
implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. 
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2. Dalam hal menjatuhkan putusan hakim harus mampu memberikan 
efek jera bagi Terdakwa dan memberikan proses pelajaran bagi 
masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa atau 
tindak pidana lainnya.  Juga sikap waspada dan hati-hati dari 
masyarakat untuk tidak memberikan kesempatan terjadinya suatu 
tindak pidana karena bagaimanapun terjadinya suatu tindak pidana 
di dalam masyarakat bukan semata-mata hanya karena ada niat 
dari pelaku kejahatan melainkan juga karena adanya kesempatan 
yang dapat memunculkan niat untuk melakukan tindak pidana. 
3. Untuk pemerintah setempat, Penulis mengharapkan agar dinas 
sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan bekerja dengan 
optimal dan profesional karena di sana anak akan di didik, di bina 
dan dilatih kerja sesuai dengan bakat dan minat anak. Sehingga 
setelah keluar dari Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan, anak diharapkan tidak mengulangi lagi 
perbuatannya karena selama anak di kenai sanksi tindakan anak 
sudah di latih kerja yang mungkin bisa menjadi bekal buat anak 
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